
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 7  TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasa l  5  a y a t  ( 3 )
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit  Pelaksana Teknis Pada
Dinas dan Badan d i  Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 5  Ta h u n  2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada D inas  d a n  Badan d i  Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Uni t
Pelaksana Te k n i s  d i  L ingkungan D i n a s  Pendid ikan d a n
Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1 .  Undang-Undang N o m o r  1 3  T a h u n  1 9 6 4  t e n t a n g
Penetapan Pera tu ran  Pemer in tah Penggant i  U n d a n g -
Undang N o m o r  2  Ta h u n  1 9 6 4  ten tang  Pembentukan
Daerah Tingkat  Sulawesi Tengah d a n  Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 4 7  P r p  Ta h u n  1 9 6 0  t e n t a n g  Pembentukan
Daerah Tingka t  I  Sulawesi Utara-Tengah d a n  Daerah
Tingkat I  Sulawesi Selatan -  Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Ta h u n  1 9 6 4  N o m o r  7 )  m e n j a d i
Undang-Undang (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia
Tahun 1 9 6 4  N o m o r  9 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 0 4  Nomor  125 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2 0 0 4  ten tang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  5 9 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
4844);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor  4 1  Ta h u n  2 0 0 7  tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2007 Nomor 89 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 7  Tahun  2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
D aerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor  0 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Prov ins i  Sulawesi  Te n g a h  (Lembaran Dae rah
Provinsi Su lawes i  Te n g a h  Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  6 ) ,
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  dengan  Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 0 5  Tahun
2009 tentang Organisasi dan  Ta ta  Kerja Un i t  Pelaksana
Teknis Pada Dinas dan Badan d i  Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah
dengan Pera tu ran  Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Ta t a  Kerja Un i t  Pelaksana Teknis Pada Dinas dan
Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN G U B E R N U R  TENTANG URAIAN TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS D I
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN D A N  KEBUDAYAAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Un i t  Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana

teknis operasional Dinas di lapangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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BAB I I
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pe namaan

Pasal 2
UPT di Lingkup Dinas meliputi :
a. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak  Usia Dini ,  Non

Formal dan In Formal (PKB-PAUDNI);
b. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP);
c. UPT Penilaian Pendidikan;
d. UPT Museum Sulawesi Tengah; dan
e. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah.

Bagian Kedua
Urusan

Pasal 3
(1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengembangan Kegiatan Belajar

Pendidikan Anak  Usia Dini ,  Non Formal dan I n  Formal (PKB-PAUDNI)
adalah menyelenggarakan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak  Usia Dini,
Pendidikan Non Formal dan In Formal.

(2) Urusan y a n g  men jad i  kewenangan U P T  Teknologi  Komunikas i  d a n
Informasi Pendidikan (TKIP) adalah menyelenggarakan urusan d i  bidang
Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.

(3) Urusan yang  menjadi  kewenangan UPT Penilaian Pendidikan adalah
menyelenggarakan urusan di bidang penilaian pendidikan.

(4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Museum Sulawesi Tengah adalah
menyelenggarakan urusan penanganan Museum Sulawesi Tengah.

(5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah
adalah m.enyelenggarakan urusan penanganan Taman Budaya Sulawesi
Tengah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak

Usia Dini, Non Formal dan In Formal (PKB-PAUDNI) terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
(TKIP) terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub I3agian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan. Organisasi UPT Penilaian Pendidikan terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
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c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

(5) Susunan Organisasi UPT Museum terdiri atas
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
d. Seksi Pelestarian dan Pengembangan.

BAB I I I
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal

dan In Formal (PKB-PAUDNI)

Paragraf 1
UPT

Pasal 5
(1) UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak  Usia Dini,  Non

Formal dan  I n  Formal (PKB-PAUDNI) mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan
teknis penunjang p a d a  D inas  sesuai  dengan b idang pengembangan
kegiatan belajar pendidikan non formal dan in formal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT
Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal
dan In Formal (PKB-PAUDNI) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat d i  bidang pengembangan

kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan
in formal;

b. pelaksanaan t u g a s  t e k n i s  operasional d a n / a t a u  kegiatan tekn i s
penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pengembangan kegiatan
belajar pendidikan anak  us ia  din i ,  pendidikan n o n  formal dan  i n
formal;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT
Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan A n a k  Us ia  D in i ,  N o n
Formal dan In Formal (PKB-PAUDNI); dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6
(1) Sub Bagian TataUsaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub  Bagian Ta ta  Usaha yang
meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub

Bagian Tata Usaha dan UPT;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i  t e r h a d a p

penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
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d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;

e. mengumpulkan d a t a  d a n  menyiapkan b a h a n  pengusulan mu tas i
pegawai, pembuatan Karpeg, K a r t u  Askes,  Taspen,  Kars i /Karsu,
menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;

g. mengumpulkan d a n  meny iapkan b a h a n  penen tuan  kebu tuhan ,
pengaclaan, distr ibusi, pemeliharaan, penyusunan dan  penghapusan
perlengkapan kantor;

h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di
lingkungan UPT;

i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur  d i
lingkungan UPT;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan  d a n  da ta  serta menyusun d a n  menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Bagian Kedua
UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP)

Pargraf Kesatu
UPT

Pasal 7
(1) UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP) mempunyai

tugas melaksanakan sebagian t u g a s  t e k n i s  operasional  d a n / a t a u
menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan
bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT
Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP) menyelenggarakan
fungsi
a. pelaksanaan pe layanan kepada  masyarakat  d i  b i d a n g  teknologi

komunikasi dan informasi pendidikan;
b. pelaksanaan t u g a s  t e k n i s  operasional d a n / a t a u  keg ia tan t e k n i s

penunjang pada dinas sesuai dengan bidang teknologi komunikasi dan
informasi pendidikan;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT
Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP); dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub  Bagian Ta ta  Usaha yang
meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset
dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub

Bagian Tata Usaha dan UPT;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i  t e r h a d a p

penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
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d. menyiapkan bahan dan  melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;

e. mengumpulkan d a t a  d a n  menyiapkan b a h a n  pengusulan m u t a s i
pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, TASPEN, KARSI/KARSU,
menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;

g. mengumpulkan d a n  meny iapkan b a h a n  penen tuan  kebu tuhan ,
pengadaan, distr ibusi,  pemeliharaan, penyusunan d a n  penghapusan
perlengkapan kantor;

h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di
lingkungan UPT;

i. memberikan pelayanan teknis administratif  kepada semua unsur  d i
lingkungan UPT;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan d a n  data,  ser ta  menyusun d a n  menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Bagian Ketiga
UPT Penilaian Pendidikan (PENDIK)

Paragraf 1
UPT

Pasal 9
(1) UPT Penilaian Pendidikan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional

dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai
dengan bidang penilaian pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT
Penilaian Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat  d i  b i dang  peni la ian

pendidikan;
b. pelaksanaan t u g a s  t ekn i s  operasional d a n / a t a u  kegiatan t ekn i s

penunjang pada dinas sesuai dengan bidang penilaian pendidikan;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT

Penilaian Pendidikan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan S u b  Bagian Ta t a
Usaha y a n g  mel ipu t i  penyusunan program, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub

Bagian Tata Usaha dan UPT;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i  t e r h a d a p

penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
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e. mengumpulkan d a t a  d a n  menyiapkan bahan  pengusulan mutas i
pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, TASPEN, KARSI/KARSU,
menyusun DUK, Diktat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;

g. mengumpulkan d a n  menyiapkan b a h a n  penentuan  kebutuhan,
pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan
perlengkapan kantor;

h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di
lingkungan UPT;

i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur  d i
lingkungan UPT;

j.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan d a n  da ta  serta menyusun d a n  menyampaikan

lapora.n pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Bagian Keempat
UPT Museum Sulawesi Tengah

Paragraf 1
UPT

Pasal 11
(1) UPT Museum Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan
teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang museum.

(2) Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT
Museum mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang museum;
b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada

Dinas sesuai dengan bidang museum;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT

Museum; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian. Tata Usaha

Pasal 12
(1) S u b  Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub  Bagian Ta ta
Usaha yang  mel iput i  penyusunan program, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

(2) U r a i a n  tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a. mengumpulkan b a h a n  d a n  d a t a ,  s e r t a  meny iapkan  b a h a n

penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i  t e r h a d a p

penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
e. mengumpulkan da ta  d a n  menyiapkan bahan pengusulan mutas i

pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, TASPEN, KARSI/KARSU,
menyusun D U K ,  D i k t a t  s e r t a  melakukan u p a y a  kesejahteraan
pegawai;
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f. mengumpulkan d a n  meny iapkan b a h a n  penyusunan  rencana
anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;

g. mengumpulkan d a n  menyiapkan b a h a n  penentuan kebutuhan,
pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan
perlengkapan kantor;

h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
di lingkungan UPT;

i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur d i
lingkungan UPT;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 13
(1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan d i  bidang
pengelolaan dan pemanfaatan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan

dan Pernanfaatan;
b. menghimpun d a n  mempe la ja r i  p e r a t u r a n  perundang-undangan,

pedoman d a n  p e t u n j u k  t e k n i s  pelaksanaan keg ia tan d i  b i dang
pengelolaan dan pemanfaatan;

c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan d i  bidang
pengelolaan dan pemanfaatan;

d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa
pengelolaan dan pemanfaatan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidang pengelolaan dan pemanfaatan;

f. mengumpulkan da ta  d a n  melakukan anal is i  da ta  pengelolaan d a n
pemanfaatan;

g. menyiapkan bahan dan  data un tuk  menyusun pertimbangan teknis
untuk kegiatan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan;

h. menyelenggarakan kegiatan d i  b idang pengelolaan d a n  informasi,
bimbingan edukatif, registrasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

j. menyiapkan bahan  d a n  data, ser ta  menyusun d a n  menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan.

Paragraf 4
Seksi Pelestarian dan Pengembangan

Pasal 14
(1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan d i  bidang
pelestarian dan pengembangan.

(2) Uraian tugas Seksi Pelestarian dan Pengembangan, meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelestarian

dan Pengembangan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan;
c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan d i  bidang

pelestarian dan pengembangan;
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d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa
pengkajian d a n  pengembangan d i  b i d a n g  pe les tar ian  d a n
pengembangan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidang pelestarian dan pengembangan;

f. mengurnpulkan da ta  d a n  melakukan analisis da ta  pelestarian d a n
pengembangan;

g. menyiapkan bahan dan  data u n t u k  menyusun pertimbangan teknis
untuk kegiatan di bidang pelestarian dan pengembangan;

h. menyelenggaran keg ia tan  d i  b i d a n g  pengelolaan d a n  in formasi ,
bimbingan edukatif, registrasi mengenai pelestraian dan pengembangan;

i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelestarian dan
pengembangan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan  d a n  data,  ser ta menyusun d a n  menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian dan Pengembangan.

Bagian Kelima
UPT Taman Budaya

Paragraf 1
UPT

Pasal 15
(1) UPT Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis

dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta
merumuskan keb i jaksanaan penyelenggaraan k e g i a t a n  d i  b i d a n g
pengelolaan pentas seni sebagai unsur budaya daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT
Taman Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut
1. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang dokumentasi dan

perpustakaan serta pengelolaan seni budaya daerah;
2. pelaksanaan t u g a s  t e k n i s  operasional d a n /  atau kegiatan t ekn i s

penunjiang p a d a  d i n a s  sesua i  dengan b idang  dokumentasi  d a n
perpustakaan serta pengelolaan seni budaya daerah;

3. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT
Taman. Budaya; dan

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Ta ta  Usaha yang
meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan
asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi
a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub

Bagian Tata Usaha;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i  t e r h a d a p

penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
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e. mengumpulkan d a t a  d a n  menyiapkan b a h a n  pengusulan mu tas i
pegawai, pembuatan Karpeg, K a r t u  Askes,  Taspen,  Kars i /Karsu,
menyusun DUK, Diktat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;

f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;

g. mengumpulkan d a n  meny iapkan b a h a n  penen tuan  kebu tuhan ,
pengadaan, distr ibusi, pemeliharaan, penyusunan dan  penghapusan
perlengkapan kantor;

h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di
lingkungan UPT;

i. memberikan pelayanan teknis administratif  kepada semua unsur  d i
lingkungan UPT;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan d a n  data, ser ta menyusun dan  menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 17
(1) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyajian
seni dan  peningkatan m u t u  kegiatan, serta pemanfaatan seni  budaya
daerah.

(2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan. dan Pemanfaatan, meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan

dan Pemanfaatan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan
penyajian seni budaya daerah;

c. mempersiapkan d a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  t e k n i s  b e r u p a
pergelaran/pementasan seni, gladi pementasan karya seni, kerjasama
paket kesenian an ta r  instansi  pemerintah/swasta, ceramah, t e m u
karya, sarasehan dan diskusi seni;

d. menyiapkan b a h a n  d a n  m e l a k u k a n  p e m b i n a a n  t e r h a d a p
penyelenggaraan kegiatan d i  bidang pengelolaan, pemanfaatan dan
penyajian seni budaya daerah;

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidan€; pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian seni budaya daerah;

f. mengumpulkan d a t a  d a n  m e l a k u k a n  a n a l i s i s  t e r h a d a p
penyelenggaraan d i  bidang pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian
budaya seni daerah;

g. menyiapkan b a h a n  d a n  m e n y a j i k a n  d a t a  s e r t a  m e n y u s u n
pertimbangan tekn is  pelaksanaan kegiatan d i  b idang pengelolaan,
pemanfaatan dan penyajian seni budaya daerah;

h. menyelenggarakan kegiatan d i  bidang pengelolaan, pemanfaatan dan
penyajian seni budaya daerah;

i. melakukan pemantauan dan  evaluasi terhadap kegiatan d i  bidang
pengelolaan, pemanfaatan dan penyajian seni budaya daerah;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
k. menyiapkan bahan dan  data, serta menyusun dan  menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan.
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Paragraf 4
Seksi Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 18
(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan d i  bidang
pengkajian dan pengembangan taman budaya.

(2) Uraian tugas Seksi Pengkajian dan Pengembangan, meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengkajian

dan Pengembangan;
b. mengh:impun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan;
c. menyia.pkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan d i  bidang

pengkajian dan pengembangan;
d. merenc:anakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa

pengkajian dan pengembangan preparasi karya seni rupa, pengadaan
pakaian adat Sulawesi Tengah, mendokumentasikan kesenian secara
tertulis., rekaman, auditif dan visual serta pameran seni budaya;

e. menyia.pkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidang pengkajian dan pengembangan;

f. mengu:mpulkan da ta  d a n  melakukan anal isa da ta  pengkajian d a n
pengembangan;

g. menyia.pkan bahan dan  data un tuk  menyusun pertimbangan teknis
kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengkajian dan
pengembangan; dan

i. menyia.pkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

BAB I V
TATA KERJA

Pasal 1 9
(1) U n t u k  menyelenggarakan urusan pemerintahan d i  bidang yang menjadi

tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan
Standar F'elayanan Minimal (SPM).

(2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM)
sebagaimana d imaksud pada  aya t  (1), d i tetapkan dengan Peraturan
Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi d i  lingkungan UPT wajib mengawasi,
memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk,
bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan
agar men.gambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Dalam rnelaksanakan tugas  set iap p impinan U n i t  O r g a n i s a s i  d a n
kelompok Jabatan Fungsional d i  l ingkungan UPT wa j ib  menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi d a n  simplikasi ba ik  dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerinta.h Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah,
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas
umum penyelenggaraan Negara yang meliputi
a. a s a s  kepastian hukum;
b. asas  tertib penyelenggaraan negara;
c. a s a s  kepentingan umum;
d. a s a s  keterbukaan ;
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e. a s a s  proporsionalitas;
f. a s a s  profesionalitas; dan
g. a s a s  akuntabilitas.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan  berka la  t e p a t  p a d a  wak tunya  dengan
tembusari k e p a d a  s a t u a n  organisasi  l a i n  y a n g  secara  fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap laporan yang  di ter ima o leh p impinan sa tuan organisasi d a r i
bawahannya w a j i b  d io lah  d a n  dipergunakan sebagai b a h a n  u n t u k
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(7) Da lam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal  pimpinan satuan organisasi d i  lingkungan UPT berhalangan
maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan
satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 2 0
(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi UPT diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai  dengan formasi
dan syarat jabatan.

(2) Formasi d a n  sya ra t  jabatan s t ruk tura l  d a n  fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) d iatur  dengan Peraturan Gubernur berdasarkan
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Pengangkatan Pegawa i  N e g e r i  S i p i l  d a l a m  j a b a t a n  d i laksanakan
berdasarkan k e t e n t u a n  P e r a t u r a n  Perundang-undangan,  d e n g a n
memperhatikan senioritas dalam Daftar  U r u t  Kepangkatan dan  syarat
jabatan.

(4) Pola kar ie r  Pegawai Negeri S ip i l  d i  l ingkungan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) d iatur  dengan Peraturan Gubernur
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil analisis
jabatan.

BAB V I
KEUANGAN

Pasal 2 1
(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

tugas dan fungsi UPT, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber
dari APBI) dan sumber lain yang sah sesuai dengan. ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pegawai  Nege r i  S i p i l  y a n g  d ise rah i  t u g a s ,  wewenang, d a n
tanggungjawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2)  di tetapkan
dengan Keputusan Gubernur, atas usul  Kepala UPT dari  Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

12



BAB V I I
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 2 2
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan

fungsi U P I ,  masing-masing u n i t  organisasi d a n  Pegawai Negeri Sipi l ,
dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi Alat, Perkakas dan
Perlengkapan Kerja (APPK).

(2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan
kantor sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) d ia tu r  dengan Peraturan
Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil  analisis
jabatan.

(3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan
pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Mutasi j aba tan  Pegawai Neger i  S i p i l  t i d a k  mengakibatkan m u t a s i
perlengkapan kantor.

(5) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan
kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB V I I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 7  Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2013

SEK ARIS A  \\%\ERAH PROVINSI
SULAWE TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 245
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